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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 47 TAHUN 2010
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22
Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawal Negeri Sipil (Lembaran
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Negara Republik Indonesa Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK

TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN
ANGKA KREDITNYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

= © w

Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan
fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di
daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang
diduduki oleh Pegawal Negeri Sipil (PNS).

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut
Pengawas Pemerintahan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas
penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah I nspektorat Jenderal Kementerian, Unit
Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat
Kabupatern/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien
dan efektif sesual dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-
butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan
karier yang bersangkutan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut
Instansi Pembina, adalah Kementerian Dalam Negeri.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan
Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh
pejabat struktural eselon | dan bukan merupakan bagian dari Kementerian
Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupatern/Kota adalah Bupati/Walikota.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat,
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memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan
Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan
bukan pemberhentian sebagai PNS.

Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai,
adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas
menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

Komite Sertifikasi Pengawas Pemerintahan adalah komite yang dibentuk oleh Pimpinan
Instansi Pembina yang bertugas memberi pertimbangan dan/atau usulan yang bersifat
strategis tentang arah dan pengembangan kompetensi Pengawas Pemerintahan.

Formasi Jabatan Pengawas Pemerintahan adalah jumlah Pengawas Pemerintahan dalam
jenjang jabatan tertentu, yang diperlukan oleh suatu unit kerja untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.

Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan
pekerjaan dari kegiatan unsur utama.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa
pendidikan, pengetahuan, keahlian dan sikap profesional yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya.

Pendidikan adalah suatu proses belgjar-mengajar dalam bidang pengetahuan, keterampilan,
dan sikap profesional, yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang telah diakreditasi
oleh lembaga yang berwenang, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal dan
pendidikan non formal.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan dan pelatihan adalah salah satu jenis pendidikan non formal yang bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan seseorang dalam bidang
tertentu.

Pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dimiliki oleh
Pengawas Pemerintahan adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap profesional
di bidang pengawasan pemerintahan.

Kualifikasi pendidikan adalah syarat pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap
profesional yang harus dipenuhi oleh Pengawas Pemerintahan.

BAB |1
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan meliputi:

SO o0 T

jabatan fungsional dan angka kreditnya;

formasi jabatan fungsional;

standar kompetensi jabatan fungsional;

sertifikasi jabatan fungsional;

penyesuaian (inpassing) dalam jabatan fungsional; dan
karyatulis ilmiah jabatan fungsional.

BAB 111
JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

Pasal 3

Jabatan fungsional dan angka kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.
b.
C.
d.

pembinaan karier;

jenjang jabatan, pangkat, golongan/ruang dan angka kredit;
tatacara pengusulan dan penetapan angka kredit;

tim penilai angka kredit; dan
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